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BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR     2    TAHUN 2016 

TENTANG 

PENETAPAN DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa keberadaan desa perlu dilindungi dan diberdayakan 

agar menjadi maju, mandiri dan demokratis serta untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan   

sejahtera, dalam menyelenggarakan pemerintahan, 

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan 

dan pemberdayaan masyarakat, perlu mengatur mengenai 

penetapan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a konsideran menimbang ini dan untuk 

melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor  2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II 

Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor                  

12 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965     

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014              

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor                        

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana  

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah                 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor       

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber      

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 5694); 

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor                

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 

tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 158); 

26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 159); 

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 160); 

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia    

Tahun 2015 Nomor 296); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015                  

Nomor 1045); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 2036); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor                     

23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A); 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Desa Sidoasri Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2007 Nomor 1/D); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor                         

11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011     

Nomor 6/E); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG 

dan 

BUPATI MALANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 
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5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

 

BAB II 

PENETAPAN DESA 

 

Pasal 2 

 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa di Daerah. 

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak       

378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Desa. 

(3) Rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB III 

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 

 

Pasal 3 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan Penetapan dan     

Penegasan Batas Desa berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 
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Pasal 4 

 

Dengan ditetapkannya Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Pemerintahan Desa yang sudah terbentuk        

sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap   

melaksanakan kewenangan berdasarkan ketentuan    

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

 

Batas dan Luas Wilayah Desa yang telah ada sebelum 

berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya 

sebagai Batas dan Luas Wilayah Desa sepanjang belum 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.  

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal  25  Januari  2016 

 

Pj. BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 

HADI PRASETYO 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal  4  Mei  2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG 

 

Ttd. 

 
  

ABDUL MALIK 
  

Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2016 Nomor    2    Seri   D 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 45-2/2016 
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PENJELASAN 

ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR     2    TAHUN 2016 

TENTANG 

PENETAPAN DESA 

 

I.  UMUM 

Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) 

Kecamatan, 12 (dua belas) Kelurahan dan 378 (tiga ratus tujuh puluh 

delapan) Desa. Keberadaan desa-desa di Kabupaten Malang, perlu untuk 

ditetapkan landasan hukum berdasarkan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor              

47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor     

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor    

6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam menetapkan kejelasan status 

dan kepastian hukum atas keberadaan Desa dalam sistem ketatanegaraan 

Pemerintah Republik Indonesia perlu mengatur penetapan nama desa 

dengan Peraturan Daerah. 

Selanjutnya dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap 

Batas dan Luas Wilayah Desa, Pemerintah Daerah melakukan penetapan 

dan penegasan Batas Desa berdasarkan ketentuan peraturan      

perundang-undangan. 

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

1 
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Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

2 


